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PUTUSAN
Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA. Mtr.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah

menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , tempat lahir di Gontoran Barat, tanggal 31 Desember 1978,
umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di
KOTA MATARAM, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , tempat lahir di Gontoran Barat, tanggal 31 Desember 1976, umur
41 tahun, agama Islam, pendidikann tidak tamat
SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal
di KOTA MATARAM, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2017
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mataram dengan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 14 Juni
2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1991, Penggugat melangsungkan
pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam
usia 13 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 15 tahun

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat
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bernama : Rinase, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:
Sumrah dan H. Walid dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat,
tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat
dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
Tergugat di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan
Sandubaya, Kota Mataram selama 25 tahun;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-
masing bernama:

a. ANAK |, umur 25 tahun;

b. ANAK Il , perempuan, umur 23 tahun;
c. ANAK lll, perempuan, umur 13 tahun;
d. ANAK IV , perempuan, umur 5 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan
selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah,
karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan alasan untuk
persyaratan mengurus  perceraian sementara Penggugat sangat
membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya
Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam
pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Januari 2012 ketentraman rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
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perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat terlalu cemburuan kepada Penggugat;

b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;

c. Tergugat sering memukul Penggugat;

d. Tergugat sering berkata kasar dan mencacimaki Penggugat;

9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2017, yang akibatnya
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua
Penggugat sendiri dengan alamat sebagimana tersebut diatas hingga
sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun
batin;

10.Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11.Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan
salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan
untuk kepentingan tersebut;

12.Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Mataram Cqg. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjuthya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi;

PRIMER :
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a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
b. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
c. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang

disediakan untuk itu;
e. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang
sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus

dibebabkan kepada Penggugat :
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Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkandalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqgaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. H.
Muh. Ridwan L., S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan Abidin
H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli
2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulgaidah 1438 Hijriyah, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Sudirman, S.H sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Dra. Hj. Kartini Drs. H. Muh. Ridwan L., S.H. M.H

Hakim Anggota

ttd
Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Sudirman, S.H
Perincian biaya:
1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
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Proses Rp. 50.000,00
Panggilan Rp.390.000,00
Redaksi Rp. 5.000,00

Materai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp.481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

o~ 0N

Mataram, .......c.cc.......
Disalin sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.
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